KEPUTUSAN KEPALA HEANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2170 TAHUN 2017

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan  hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwn masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian {operasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamm huruf a8 hurof b dan haral £, perlu menectapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayeh Kementerian Agama
Provinsi Jawa ‘Timur tentang  Perpanjangan  lein
Pendirian/Operasional MADRASAH [BTIDAIYAH SABILAS
SALAMAH KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayvanan Minimal Pendidikan di
kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Pernturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Namor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana
dimaksud dengan Peraturan Menterd Agama Nomor 66 Tahun
2016 dengan Perubahan Kedua Atlas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyvarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan [slam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirinn Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA

SURABAYA Nomor: B - 3160/Kk. 13.29.2/PP.00/ 10/2016 Tanggal
31 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN :

» KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG FPEMBERIAN IZIN PENDIRIAN | OPERASIONAL
MADEASAH IBTIDAIYAH SABILAS SALAMAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendinan/operasional madrasah

kepads madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin operastonal sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat dicabut apahbila madrasah vang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 April 2017




KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Momor © MIS / TB.0052 J 2017

Diberikan kapada -

MADRASAH IBTIDAIYAH SABILAS SALAMAH

JL DUPAK BANGUNREJD MO 49 DAN 55
DUPAE
KREMBANGAN
KOTA SURABAYA
o JAWA TIMUR

- YAYASAN ABA MUCHSIN
Akte Notaris - NO. 173, HERMAN SOESILO, SH
Pengesahan Akle Notaris AHU-0032415 AH.01 .04 TAHUN 2015 / 19 DES)

Tanggal Pendirian © 1994
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

£l )
MBER 2015
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032415.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ABA MUCHSIN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang 12 Bahwa berdasarkan Permohonan sesual Akta Nomor 173 Tanggal 16 Desember
2015 yang dibuat oleh Notaris HERMAN SOESILO, SH tentang Pengesahan Badan
Hukum Yayasan ABA MUCHSIN tanggal 19 Desember 2015 dengan Nomaor
Pendaftaran 5015121935104843 telah sesual dengan persyaratan Pengesahan
Badan Hukum Yayasan;

b Bahwea berdasarkan pertimbangan sebegalmbna dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan ABA MUCHSIN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan -

KESATU ¢ Memberikan pengesahan badan hulkum:
YAYASAN ABA MUCHSIN
berkedudukan di KOTA SURABAYA sesual Akta Nomor 173 Tanggal 16 Desember
2015 yang dibuat oleh Motaris HERMAN SOESILO, SH berkedudukan di KOTA
SURABAYA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetaphkan.

Ditetapian di jakarta, Tanggai 19 Desember 2015,

a.n MENTERI HUKUM DIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

>

-
P

DR. AIDIR AMIN DAUD, 5.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desamber 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032415.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 19 Desember 2015



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

MNotaris Kota Surabaya



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA REPUBLIK INDOMNESIA
NOMOR AHU-0032415.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ABA MUCHSIN

MENTERI HUEUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIE INDOMNESIA

1. Kekayaan awal: Rp, 3.000.000.000
2. Pendiri Yayasan

MHAME HO KTP /| PASSPORT
ADAM SIBAWAIHI 3578152906840001
ALVIYAH ATU RAHMAWATI A5TA156310B0D00S
ORS5. SUHARTANTO / H.SHOLEH MU 3578152009600001
ENTIE QOLBY BARIDAH 3578155209950002
ROKANAH | H].SITI MUKARROMAH 3578155510610001
SUGIARTO 357R151204680003
UBAICILLAH, 5.PDy 3578151012820003
3. Susunan Organ Yayasan
MAMA NO ORGAN |ABATAN
ETP/PASSPORT YAYASAMN
DRS. SUHARTANTO /
H.SHOLEH MU 35TRISI009600001 PEMBINA KETUA
ALVIYAH AYU RAHMAWATT 3578156310800004 PENGURLS KETUA UMLUM
UBAIDILLAH, 5.PD i1578151012820002 PENGURUS  KETUA1
ENTIE QOLEY BARIDAH 3578155209950002 PENGURLIS SEERETARIS UMUM
ADAM SIBAWARH] 35TE152906840001 PENGURUS SEERETARIS
ROKAMAH [ HLSITI
HUKMH.DI‘I:ML 357815551 0610001 PENGURLS BENDAHARA UMUM
SUGIARTD 357B151204680003 PENGAWAS EETUA

Ditetapkan di jakarta, Tanggal 19 Desember 2015.

#.n MENTERI HUKUIM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS] HUELIM LIMUM,

‘.,h

-
F

DR. AIDIR AMIN DAUD, 5.H., M.H
NIP. 19581120 156810 1 D01

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032415.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 19 Desember 2015



